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A. Pengantar 
Materi kedua belas ini mengajak mahasiswa untuk dapat mengetahui dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan keuangan negara. Tujuan materi ini pada akhirnya adalah ingin membuat agar mahasiswa dapat memiliki kemampuan berfikir secara kritis terhadap pelaksanaan administrasi keuangan negara.
B. Kompetensi Dasar 
1. Mahasiswa mampu mengetahui administrasi keuangan negara.
2. Mahasiswa mampu memahami administrasi keuangan negara.
C. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan 
1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep  keuangan negara
2. Mahasiswa mampu menarik keterkaitan antara administrasi keuangan negara dan admistrasi negara pada umumnya.
D. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembelajaran diselenggarakan untuk memahami materi ini adalah dengan pendekatan contextual Instruction  

2. Untuk materi ini mahasiswa mempelajari penjelasan materi mengenai konsep dasar keuangan negara di Indonesia selama 90 menit. 

3. Selanjutnya selama 60 menit, mahasiswa di ajak diskusi dan tanya jawab.

E. Materi Belajar
Keuangan Negara
Dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Bab I Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa:

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Hak-hak negara seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 tersebut antara lain adalah hak menciptakan uang, hak melakukan pungutan, hak meminjam, hak memaksa warga negara. Sedangkan kewajiban negara antara lain adalah menyelenggarakan tugas negara demi kepentingan masyarakat.
Dengan adanya tugas negara yang diselenggarakan demi kepentingan masyarakat, maka masyarakat secara tidak langsung dibebani biaya penyelenggaraan tugas negara tersebut. Masyarakat dikenakan berbagai iuran berupa pajak-pajak dalam berbagai bentuk, bea dan cukai, retribusi dan lain sebagainya.

Sementara mengenai dasar hukum dari Keuangan Negara itu sendiri diatur dalam BAB VIII Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen mengenai Hal Keuangan, Pasal 23 yang berbunyi:

(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.
Pasal 23 UUD 1945 ayat (1) mengatakan mengenai Anggaran. Isi dari anggaran  negara itu sendiri antara lain terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

a. Penerimaan dalam negeri, seperti seperti Pajak perorangan, Pajak kekayaan, Iuran Pendapatan Daerah (IPEDA):

b. Pajak tak langsung, seperti Pajak penjualan import, Cukai, Bea masuk, Bea materai.
c. Penerimaan bukan pajak, seperti Penerimaan jasa yang diberikan pada masyarakat, Penerimaan pengadilan, Sisa anggaran.
Keuangan negara itu sendiri tidak saja berupa uang negara, tapi seluruh kekayaan negara termasuk di dalamnya segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya, baik kekayaan itu berada dalam penguasaan dan pengurusan pejabat-pejabat dan atau lembaga-lembaga yang termasuk pemerintahan umum maupun berada dalam penguasaan bank-bank pemerintah, yayasan-yayasan pemerintah, perusahaan-perusahaan negara dan usaha-usaha dimana pemerintah mempunyai kepentingan khusus. Sehingga dapat dikatakan bahwa Keuangan Negara juga meliputi antara lain:

1. Uang negara dalam bentuk tunai.
2. Uang negara dalam bentuk surat-surat berharga.
3. Hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara.
4. Utang dan piutang.
5. Pengurusan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan negara.

Adanya hak dan kewajiban tersebut membawa akibat negara harus menyusun rencana pemasukan maupun pengeluaran uang yang dituangkan dalam Anggaran Negara yang terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Kekayaan Negara yang dipisahkan, misal pada perusahaan-perusahaan negara.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau disingkat Anggaran Negara adalah merupakan suatu rencana yang diperlukan oleh negara untuk membiayai segala kegiatannya, begitu pula biaya yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan disertai taksiran besarnya penerimaan yang didapat guna membelanjakan pengeluaran tersebut. Fungsi Anggaran itu sendiri meliputi: 
1. Fungsi HTN

Rancangan Undang-Undang anggaran bagi pemerintah merupakan alat untuk memperoleh otorisasi dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan pengeluaran sampai jumlah maksimal tertentu dan juga untuk mengambil tindakan-tindakan yang menghendaki pengeluaran.

2. Fungsi Memilih.

Yaitu menimbang-nimbang kepentingan, memutuskan berapa jumlah uang yang hendak dikeluarkan untuk berbagai kegiatan dilakukan oleh Pemerintah pada waktu menyampaikan Rancangan Undang-Undang. Sistem General menjalankan fungsi memilihnya dengan jalan amandemen dan menerima atau menolak rancangan-rancangan undang-undang itu.

3. Fungsi Teknis Pengurusan.

Anggaran harus menjadikan dasar untuk menjalankan pengurusan yang tertib dan serasi dan dengan itu sekalian landasan untuk memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban oleh para pengurus dan untuk melakukan pengawasan.

4. Fungsi Makro Ekonomis

Anggaran merupakan landasan bagi kebijaksanaan (beleid) yang ditujukan kepada perkembangan yang seimbang dari rumah tangga masyarakat. Dalam hal ini terutama yang terpenting adalah hal menentukan tingkat belanja nasional yang dianggap pantas dalam tahun anggaran berikutnya dan sehubungan dengan itu menentukan jumlah pengeluaran negara, jumlah pajak dan pendapatam lainnya serta kekurangan (defisit) yang mungkin ada.

Dalam hal Pengurusan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan negara, adalah hal yang berkaitan dengan administrasi keuangan. Dalam pengertian yang sempit, administrasi sering diartikan sebagai tata usaha yakni suatu kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan tulis menulis, catat-mencatat atau clerical work. Namun tentunya tidak semua kegiatan tulis menulis ini disebut sebagai administrasi, melainkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pencatatan itu diadakan untuk suatu kegiatan tertentu atau dengan kata lain dengan tujuan tertentu.

2. Dilakukan secara kronologis, artinya pencatatan tersebut harus disusun secara teratur, setahap demi setahap, dan seterusnya menurut tertib waktu hingga terbentuk susunan yang teratur.

3. Sistematik, artinya dilakukan menurut cara-cara tertentu dalam arti adanya keseragaman administrasi terhadap tindakan yang sama.

4. Kontinu, artinya harus dilakukan secara terus menerus selama kegiatan berlangsung.

5. Pencatatan itu harus berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu meliputi registrasi, pertanggungjawaban dan laporan.
Dalam arti luas, administrasi diartikan sebagai pengendalian, pengurusan atau penguasa. 

Administrasi Keuangan Negara

Administrasi keuangan negara sebagai bagian dari administrasi negara yang obyek pengurusannya adalah kegiatan dalam urusan keuangan negara yang meliputi kegiatan:

1. Merencanakan dan merumuskan kebijaksanaan keuangan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan.

2. Menyusun organisasi yang diperlukan untuk menjalankan kebijaksanaan antara lain yang terdapat pada:

a. Rancangan Anggaran Belanja.

b. SK Menteri Keuangan.

c. SK/Instruksi Menteri/Keputusan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.

Adapun bidang administrasi keuangan antara lain sebagai berikut:

1. Pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan negara.

2. Pemerintah yang memegang pimpinan di bidang keuangan.

3. Hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban atas pengurusan atau penguasaan keuangan.

4. Hal-hal yang berkaitan dengan masalah pembukuan.

5. Cara-cara menjalankan peradilan administrasi di bidang keuangan.

Penguasaan atas keuangan negara tidaklah secara langsung, melainkan melalui dua cara yaitu pengurusan secara umum dan pengurusan secara khusus. Penguasa yang melakukan pengurusan secara umum terdiri dari Otorisator dan Ordonator, sedangkan yang ditunjuk untuk menjalankan pengurusan secara khusus disebut bendaharawan.
Otorisator adalah pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan atau keputusan yang dapat mengakibatkan uang negara keluar sehingga menjadi berkurang, atau juga mengambil keputusan yang dapat mengakibatkan pemasukan kepada negara karena adanya pungutan dari masyarakat.
Otorisasi umum adalah otorisasi yang berupa keputusan dan tindakan yang lazimnya berbentuk peraturan umum seperti keputusan mengenai besarnya honorarium guru, besarnya upah minimum propinsi dan lain sebagainya.
Otorisasi khusus adalah otorisasi yang berbentuk surat keputusan yang khusus mengikat orang atau pihak tertentu, misalnya surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil, surat keputusan terhadap suatu proyek dan lain sebagainya.
Ordonator adalah pejabat yang melakukan pengawasan terhadap otorisator agar otorisator tersebut dalam melaksanakan tindakan atau keputusannya selalu demi kepentingan umum.

Pengawasan Keuangan Negara

Dalam kaitannya dengan keuangan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya korupsi, penyelewenangan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri. Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai organisasi. Pengawasan dapat membantu penyelenggaraan pemerintah melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Dengan adanya pengawasan juga dapat mendeteksi kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya.

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Tindakan yang dapat dilakukan adalah:

1. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan

2. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan

3. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.
Dalam pemeriksaan ini unsur utama harus mencerminkan:

a. unsur pemeriksaan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan keuangan;
b. unsur pemeriksaan hemat serta berdayaguna dan berhasilguna
c. unsur pemeriksaan hasil program.

Pengawasan dalam aplikasinya, maka dalam hal Pengawasan Keuangan Negara dapat dibedakan dalam hal-hal seperti di bawah ini:

1. Dari segi obyeknya, berupa penerimaan dan pengeluaran negara.

2. Dari segi sifatnya: 
a. Pengawasan dekat.

Merupakan jenis pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Pengawasan jenis ini misalnya di Indonesia berbentuk pengawasan melekat (waskat) yang diatur dalam Keputusan Menpan No.93 tahun 1989 jo Keputusan Menpan No.30 tahun 1994.

b.
Pengawasan jauh (pasif) 

Merupakan pengawasan dengan cara melakukan penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

3. Dari segi jangka waktu, bersifat preventif dan regresif.

a. Pengawasan preventif. 
Pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya pengeluaran dalam rangka menghindarkan kebocoran dan penghamburan. Pengawasan preventif dilaksanakan secara ketat berdasarkan proyeksi keuntungan dari rencana pengeluaran dengan menggunakan metode perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan hasil manfaat yang diperkirakan akan dapat diperoleh dengan menggunakan standarisasi biaya yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi daerahnya. 
b. Pengawasan represif. 
Pengawasan represif merupakan kelanjutan mata rantai pengawasan preventif, sehingga dengan dilakukannya pengawasan represif ini lengkaplah pelaksanaan keuangan negara.

c. Dari segi ruang lingkup, berupa pengawasan intern dan pengawasan ekstern.

1) Pengawasan intern.
Pengawasan Intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control). Pengawasan jenis ini dilakukan oleh Unit Pengawasan Intern (UPI) organisasi yang diawasi di mana tugasnya adalah membantu fungsi pengawasan pimpinan organisasi serta membantu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan organisasi. Pengawasan ini lazimnya dilakukan oleh instansi pemerintahan dengan membentuk suatu organisasi khusus yang menangani secara menyeluruh pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran negara. Konsep pengawasan ini dibutuhkan dengan maksud agar penyimpangan pelaksanaan anggaran lebih cepat diatasi oleh unit intern yang dekat dengan organisasi tersebut.
2) Pengawasan ekstern.
Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di luar lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dilakukan oleh suatu badan yang ditetapkan oleh Pasal 23E ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang menyatakan, “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”

Dari bunyi Pasal 23 UUD 1945 maka tersirat bahwa dalam pengawasan keuangan negara haruslah memiliki unsur-unsur pengawasan sebagai berikut:

1. Obyektif, dalam arti bebas dan tidak memihak dan pengawasan harus didasarkan atas unsur-unsur riil yang faktual

2. Murni, dalam arti pengawasan tidak dicemari oleh unsur-unsur lain.

3. Terlepas dari pengaruh atau kekuasaan pemerintah.

4. Mandiri, dalam arti bukan merupakan bagian dari suatu badan pemerintah.

5. Wajar dan tidak berlebihan, dalam arti pengawasan bukan untuk mencari-cari kesalahan akan tetapi untuk memahami apa yang salah dan menentukan kebijaksanaan perbaikannya.

6. Ada tindak lanjut sebagai konsekuensi hasil pengawasan.

Dalam usaha meningkatkan pengawasan, sehubungan dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan, Pemerintah telah membentuk berbagai macam lembaga pengawasan. Lembaga tersebut adalah:

a. Wakil Presiden yang membantu Presiden dalam melaksanakan pembinaan pengawasan umum.

b. BPK yang berdasarkan konstitusional bertugas sebagai lembaga pengawasan eksternal terhadap lembaga-lembaga eksekutif.

c. Itjen Departemen yang melaksanakan pengawasan fungsional intern di lingkungan Departemennya masing-masing.
Standar Akuntansi Pemerintahan

Berkaitan dengan standar pemeriksaan, maka diperlukan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan responsibilitas manajerial pada semua tingkatan organisasi pemerintahan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Dengan demikian tepatlah jika dikatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan sarana perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui suatu laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan pemanfaatannya secara periodik.

Dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia, laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah dalam pemanfaatan keuangan negara. Dalam skala pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), menteri keuangan selaku pengelola fiskal menyusun laporan keuangan ini. Menteri keuangan menyusun laporan keuangan setelah memperoleh laporan keuangan dari menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang.

Laporan keuangan tersebut kemudian disampaikan Presiden selaku pemegang kekuasaan keuangan pemerintah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, laporan keuangan berisi:

1. Laporan realisasi APBN;

2. Neraca;

3. Laporan arus kas;

4. Catatan atas laporan keuangan;

5. Laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan diwujudkan untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik (good finance governance) dan disusun oleh Standar Akuntansi Pemerintahan dengan memperoleh pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kerugian Negara

Mengenai permasalahan yang berkaitan dengan kerugian negara antara lain berupa:
1. Kebocoran.
Pada umumnya kebocoran terjadi akibat suatu keadaan atau suatu prosedur kerja yang kurang tertib, sehingga sumber daya atau kekayaan negara yang disediakan untuk tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan tidak dapat dipergunakan sepenuhnya, baik karena adanya unsur kesengajaan, maupun karena adanya kelalaian yang akibatnya akan menjadi hilang, rusak atau berkurang.

2. Pemborosan.

Pada umumnya pemborosan terjadi karena penggunaan sumber daya tidak hemat, tidak tepat guna atau tidak tepat sasaran, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian yang akibatnya akan menjadi tidak terpakai, berlebihan, terlalu mahal ataupun menjadi kurang berguna.

3. Penyimpangan.

Penyimpangan dapat dilakukan atau dapat terjadi apabila tidak ditaatinya suatu ketentuan yang berlaku atas suatu kegiatan tertentu.

4. Penyelewengan.

Penyelewengan selalu mengandung unsur perbuatan melawan hukum atau itikad buruk, sehingga merupakan tindak pidana dan hampir selalu mengakibatkan kebocoran atau pemborosan.
Dalam rangka meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan APBN, APBD, BUMN dan BUMD pemerintah wajib melakukan koordinasi antara pengawasan fungsional dengan aparatur penegak hukum. Apabila hubungan kerjasama telah dapat terjalin dengan baik, maka segala kesulitan tentunya akan dapat diatasi.
Masalah kerugian negara tentu perlu ditangani lebih sungguh-sungguh lagi, dengan kata lain adalah bahwa kegiatan ekstern BPK mempunyai tugas antara lain:

1. Melakukan inventarisasi masalah yang berkaitan dengan kerugian negara.

2. Melakukan pembinaan kerjasama dengan instansi atau departemen pemerintah.
3. Mendorong pengiriman laporan kerugian negara secara lengkap dan mutakhir.

4. Mendorong dan meningkatkan usaha penyelesaian kerugian negara secara tepat dan benar.

5. Mendorong pemerintah Pusat dan Daerah, BUMN dan BUMD untuk menginventarisasikan kerugian secara tertib.

Dari hasil inventarisasi masalah, maka akan dapat diketahui secara tepat permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam penyelesaian kerugian negara. Ada beberapa manfaat yang dapat dicapai dengan penyelesaian kerugian negara yaitu:
1. Menekan seminimal mungkin kerugian negara.

2. Mengamankan keuangan negara.

3. Diperoleh administrasi kerugian negara yang akurat dan mutakhir sebagai bahan inventarisasi kekayaan milik negara dalam menyusun neraca kekayaan negara.

Dalam Administrasi Keuangan Negara di dalamnya tercakup antara lain:

1. Pemerintah yang memegang pimpinan di bidang keuangan.

2. Penguasa yang menjalankan pengurusan umum (otorisator) dan pejabat yang ditunjuk menjalankan pengurusan khusus (ordonator).

3. Hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.

4. Prosedur yang ditempuh dalam menghadapi ketidakcocokan anggaran.

F. Evaluasi Belajar 
1. Latihan 
a. Soal 
Jawablah latihan soal di bawah ini 

1. Jelaskan bedanya otorisator dengan ordonator!
2. Jelaskan bedanya kebocoran keuangan negara dengan pemborosan keuangan negara. Berikan pula contohnya.
b. Kunci jawaban 
Jawablah latihan di atas dengan singkat dan jelas kemudian cocokkan jawaban anda dengan rangkuman materi.
PAGE  
73

